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Kekhawatiran akan Covid 19 oleh para notaris dalam pembuatan akta. 
Penelitian ini bertujuan (1) Untuk Mengkaji Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris 
dalam Pembuatan Akta Sebelum dan pada saat Masa Pandemi Covid-19 (2 Untuk 
Mengkaji Hambatan dalam Tugas Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta di Masa 
Pandemi Covid-19. 
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang 
bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan 
prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau 
melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada sekarang berdasarkan fakta 
yang ada. 
Hasil penelitian, (1) Pelaksanaan dalam Tugas Jabatan Notaris dalam 
Pembuatan Akta Sebelum dan dalam Masa Pandemi Covid 19 berbeda dari 
perbedaan tersebut terletak pada protocol kesehatan dan kehadiran penghadap 
berdasarkan SK Nomor 65/33-III/ PP-INI/2020 tanggal 17 Maret 2020 lalu, 
perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, PP INI memandang perlu untuk 
menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a.Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia 
(PP-INI) dan seluruh jajarannya menyampaikan rasa prihatin atas perkembangan 
masif penyebaran Covid-19 yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan 
tugas jabatan notaris dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat.b.berkenaan dengan itu, kami menghimbau kepada semua anggota 
untuk mengikuti protol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam usaha 
mengatasi penyebaran Covid-19. Khususnya himbauan untuk Work From Home 
(WHF/bekerja dari rumah) dan melaksanakan social distancing (jaga larak). 
Pelaksanaan WFH tersebut bukan merupakan bentuk pelanggaran dari Pasal 17 
UU 30/2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU 2/2014 
terkait larangan untuk meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari  
kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.c.kondisi WFH dan social distancing 
tersebut tentu akan membatasi pelaksanaan tugas jabatan notaris, oleh karena itu 
terhadap situasi tersebut dapat ditempuh beberapa alternatif antara lain sebagai 
berikut : Mengatur ulang jadwal penandatanganan akta dengan para penghadap, 
hingga kondisi memungkinkan. Merekomendasikan rekan notaris lain yang 
kondisinya memungkinkan untuk menjalankan jabatan. Untuk perjanjian, 
perbuatan, atau rapat yang menurut peraturan perundang-undangan dokumennya 
dapat dibuat di bawah tangah, agar dicantumkan klausula “akan dibuat/dinyatakan 
kembali dalam Akta Autentik segera setelah darurat Covid-19 dicabut oleh 
Pemerintah”.d.terkait butir tiga tersebut, agar dalam menjalankan jabatan tetap 
memperthatikan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), kode etik, dan 
peraturan perundang-undangan lainnya.(2) Hambatan-hambatan dalam Tugas 
Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Sebelum dan pada masa Pandemi Covid 
19 adalah penghadap yang tidak menaati aturan pemerintah mengenai Protokol 
kesehatan. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 







Concern about Covid 19 by the notaries in making the deed. This study 
aims (1) To Assess the Implementation of Duties of Notary Position in the 
Making of Deed Before and during the Covid-19 Pandemic Period (2 To Assess 
the Obstacles in the Duties of the Notary Position in Making Deed in the Covid- 
19 Pandemic Period. 
The type of research the author uses is descriptive research. Descriptive 
research is research that is a problem-solving procedure that is investigated by 
describing or describing the state of the subject and object of research at present 
based on existing facts. 
The results of the research, (1) Implementation of the Notary's Job in 
Making Deeds Before and during the Covid 19 Pandemic is different from this 
difference lies in the health protocol and presence of parties based on Decree 
Number 65/33-III / PP-INI / 2020 dated March 17, 2020 Then, regarding as meant 
in the letter, PP INI considers it necessary to convey the following matters: a.The 
Central Management of the Indonesian Notary Public  Association (PP-INI) and 
all its staff expressed their concern over the massive development of the spread of 
Covid-19 which directly affected carrying out the duties of a notary public in 
providing services to the community. b.with regard to that, we urge all members 
to follow the health protocol set by the government in an effort to overcome the 
spread of Covid-19. In particular, the appeal to Work From Home (WHF / work 
from home) and implement social distancing (keep larak). The implementation of 
the WFH is not a violation of Article 17 of Law 30/2004 concerning the Position 
of Notary Public as amended by Law 2/2014 regarding the prohibition to leave the 
area of office for more than seven consecutive working days without valid 
reasons.c.WFH and social conditions Such distancing will certainly limit the 
implementation of the duties of a notary public, therefore in this situation several 
alternatives can be taken, including the following: Resetting the schedule for 
signing deeds with the parties, until conditions allow. Recommend other notary 
colleagues whose conditions allow for carrying out the position. For agreements, 
deeds, or meetings which according to the laws and regulations the documents can 
be made under the hand, the clause "will be made / restated in the Authentic Deed 
as soon as the Covid-19 emergency is revoked by the Government".d. Related to 
point three, so that in carrying out his position, he must pay attention  to the 
Notary Position Law (UUJN), code of ethics, and other laws and regulations. (2) 
Obstacles in the Duties of a Notary Public in Deed Making Before and during the 
Covid 19 Pandemic were tappers who did not comply government regulations 
regarding health protocols. 
Based on the results of this study are expected to be material information 
and input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the 
Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal. 












 Proses belajar adalah membaca atau mendengar, ditunjukan dan dilakukan, 
mengasah diri, mempertajam kesadaran jiwa sehingga kita mampu 
menyadari keberadaan Allah SWT dalam segala aspek kehidupan. 
 Pahami Proses Kerja adalah sebagai proses belajar. Lakukan Kerja dengan 
penuh kesadaran, semangat dan tanggung jawab, sehingga tidak merasa 
kerja sebagai suatu beban dan dapat menjalani semuanya dengan penuh 
kedamaian 
 Orang bijaksana memiliki rasa toleransi yang tinggi untuk memahami 
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A. Latar Belakang 
 
Negara Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila dan 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi  setiap 
warga Negara Indonesia, salah satu bentuk dalam memberikan kepastian, 
ketertiban dan perlindungan hukum adalah dengan adanya alat bukti 
tertulis yang bersifat otentik yang berwenang untuk membuat  akta 
otentik.1 
Notaris diberikan kewenangan oleh perundang-undangan seperti dalam 
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan 
Notaris, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang 
Jabatan Notaris (UUJN) menentukan Notaris adalah pejabat umum yang 
berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan 
undang-undang lainnya. Selanjutnya Pasal 15 ayat (1) UUJN menentukan: 
“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, 
perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang- 
undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentinga untuk 
1
Kelik Pramudya, Ananto Widiatmoko. Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum,Pustaka Yustisia, 







dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan 
Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, 
semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau 
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh 
undang-undang. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk 
membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan 
ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau 
yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta 
otentik, sedangkan pejabat lain hanya merupakan kekecualian.” 
Akta otentik mengandung konsep kebenaran dimana akta otentik 
tersebut tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan 
apa yang dituliskan didalam akta tersebut, tetapi juga bahwa apa yang 
diterankan dalam akta tersebut adalah bener. Akta otentik juga dapat 
dikatakan memilik kekuatan pembuktian yang sempurna karena memilik 
tiga kekuatan pembuktian yaitu lahiriah, formil dan materiil.2Pasal 1868 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan : 
“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentukyang 
ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum 
yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” 
Berdasarkan ketentuan pada pasal 1868 KUHperdata sebuah akta dapat 
dikatakan sebagai akta otentik apabila telah memenuhi beberapa unsur- 
unsur berikut : 
2
 https://bh4kt1.wordpress.com/2010/12/30/otentisitas-suatu-akta-otentik/, diakses pada tanggal 29 




1. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang 
 
2. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk 
maksud pembuat akta tersebut 
3. Dibuat diwilayah notaris yang berwenang. 
 
Namun Semenjak adanya wabah di sejumlah Negara kata Corona atau 
yang biasa disebut Covid 19 sering terdengar ditelinga masyarakat. 
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dengan jumlah kasus 
dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan 
lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, 
pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat dan sejauh ini 
Covid 19 masih menjadi perbincangan disejumlah Negara lantaran kasus 
yang kian meningkat hingga World Health Organization (WHO) 
menetapkan virus tersebut menjadi pandemik. 
Termasuk di Indonesia semakin hari semakin mengkhawatirkan 
atas penyebaran Corona Virus atau Covid 19 yang semakin meningkat. 
Akibat hal ini banyak masyarakat yang mulai mencari perlindungan guna 
untuk mencegah penularan dari Covid 19. Dengan adanya Covid-19 
pemerintah memberlakukan beberapa peraturan, yaitu : 
1. Social Distancing 
 
Dalam    paradigma    hukum     di     Indonesia,     social 
distancing maupun lockdown memiliki landasan hukum berupa UU No. 6 
Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Kekarantinaan Kesehatan 




menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan 
masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan 
masyarakat. Pemberlakuan social distancing maupun lockdown 
sebenarnya merupakan upaya dari adanya Kedaruratan Kesehatan. 
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat 
yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular 
dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran 
biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan 
bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas 
negara. 3 Dalam UU No. 6 Tahun 2018 respon dari keadaan darurat 
kesehatan diantaranya Karantina rumah, Karantina rumah sakit, Karantina 
Wilayah dan yang kini digagas oleh Presiden adalah Pembatasan sosial 
berskala besar. 
2. Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar 
 
Pedoman Pembatas Sosial Berskala Besar atau yang biasa disebut PSBB 
itu pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang 
diduga terinfeksi Corona Vorus Disease 2019 ( COVID-19) sedemikian 
rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) itu sudah disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan 
Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona 
 
3
CNN Indonesia, “Membedah Kebijakan Lockdown di Negara Lain Hadapi Corona” diakses 
melalui https://www.cnnindonesia.om/internasional/20200318143711-134-484541/membedah- 




Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dalam pasal 2 menyebutkan untuk 
dapat ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, suatu wilayah 
provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. 
jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan 
menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan b. terdapat 
kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. 
3. Himbuan Tetap Berada di Rumah 
 
Dengan adanya himbauan tetap berada dirumah diharapkan untuk 
menghambat bahkan menghentikan atau memutuskan mata rantai 
penyebaran virus. Dalam menindaklanjuti himbauan presiden pemerintah 
daerah mulai mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan seperti 
meliburkan anak sekolah selama sampai batas yang tidak 
ditentukan.Namun dari beberapa daerah menerapkan peraturan yang 
berbeda-beda sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. 
Banyak bidang pekerjaan di dunia yang terpengaruh pandemi vius 
Corona (Covid-19) dikarenakan adanya keharusan menjaga jarak fisik 
guna mencegah penyebaran virus. Semua yang bisa dilakukan dari jarak 
jauh dengan melalui daring di rumah masing-masing, menyisakan hanya 
pekerjaan yang betul-betul tidak bisa dilakukan dari rumah, yang masih 
harus bekerja keluar.4 
Dari kekhawatiranakan Covid 19 juga dirasakan oleh para notaris 







Penerapan pembatasan social berskala besar (PSBB) dalam rangka 
penanganan COVID-19 dibeberapa daerah seperti di DKI Jakarta Notaris 
untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona orang-orang yang 
ingin mendatangi kantornotaris harus lebih dulu melakukan pra-registrasi 
melalui  telepon  atau  email  sebelum  diizinkan   kekantor   
notaris.Karena Notaris akan memiliki hak untuk menolak masuk dan 
layanan kepada orang-orang jika ada keraguan yang masuk akal tentang 
kesehatan orang tersebut atau jika mereka menolak untuk mengikuti 
langkah-langkah   pencegahan   dan dapat   menyebabkan   risiko 
kesehatan bagi seluruh staf dan juga Notaris sebagai pimpinan kantor.5 
Semua pekerjaan apapun termasuk juga pelaksanaan jabatan 
Notaris dalam kondisi pandemic Covid19 sekarang ini keselamatan dan 
kesehatan kerja merupakan salah satu faktor penting yang dapat 
mempengaruhi produktivitas karyawan.Resiko tertular wabah Covid-19 
dari clien bisa saja terjadi karena protocol Covid 19 tidak berjalan dengan 
baik. Hal ini tentu saja bisa dapat berdampak pada tingkat produktivitas 
karyawan. Untuk itu, Notaris harus safety melakukan dengan persiapan 
dengan menggunakan protokol kesehatan sebagaimana himbauan 
pemerintah pusat, propinsi dan daerah. Dengan begitu, Notaris akan 
mempersiapkan langkah-langkah atau prasyarat dokumen untuk 









perjanjian, transaski dan untuk pembayaran kontribusi pajak kepada para 
pihak mengingat banyak kantor pemerintah masih libur. 
Bukan hanya DKI Jakarta saja yang terkena PSBB tetapi ada juga 
di Provinsi Banten Virtual Meeting dalam rangka pelaksanaan notaris 
terkait rencana penerapan PSBB ditujukan untuk membahas mengenai 
pelaksanaan tugas notaris dan operasional kantor notaris khususnya di 
wilayah Provinsi Banten, seiring akan diterapkannya PSBB sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan COVID- 
19 di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. 
Melalui rapat ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Banten (Imam Suyudi) bersama para peserta rapat sepakat 
untuk melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan 
Nasional Provinsi Banten, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Kota 
Tangerang dan Tangerang Selatan terkait operasional kantor notaris, antara 
lain agar Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di masa PSBB 
tetap dapat membuat akta dan tetap dapat membuka kantor sesuai dengan 
ketentuan SOP PSBB dengan maksimum 5 orang, menjaga  jarak, 
memakai masker, sarung tangan sepanjang kantor notaris tetap menjaga 
untuk tidak ada kerumunan.6 
Berdasarkan uraian permasalahan diatas penulis tertarik 











B. Rumusan Masalah 
 
Perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 
 
1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta 
Sebelum dan pada saat Masa Pandemi Covid-19 ? 
2. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris dalam 
Pembuatan Akta di Masa Pandemi Covid-19? 
 
 
C. Tujuan Penelitian 
 
Adapun tujuan penelitian yang ingin diperoleh dari hasil penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk Mengkaji Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris dalam Pembuatan 
Akta Sebelum dan pada saat Masa Pandemi Covid-19 
2. Untuk Mengkaji Hambatan dalam Tugas Jabatan Notaris dalam 
Pembuatan Akta di Masa Pandemi Covid-19 
 
 
D. Manfaat Penelitian 
 
Selain tujuan-tujuan tersebut di atas, penulisan skripsi ini juga 
diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya: 
1. Secara Teoritis 
 




pengetahuan khususnya Hukum Perdata sehingga dapat memberikan 
bahan masukan serta referensi bagi penelitian yang dilakukan selanjutnya. 
2. Secara Praktis 
 
a. Memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca skripsi ini 
dan masyarakat pada umumnya tentang Pelaksanaan Tugas 
Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta di Masa Pandemi Covid- 
19. 
b. Dapat mengidentifikasi dan mengetahui tentang Hambatan dalam 
Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta di 
Masa Pandemi Covid-19 
 
 
E. Tinjauan Pustaka 
 
Tinjauan pustaka memiliki tujuan utama yakni memberikan 
informasi kepada pembaca bahwa hasil penelitian lain yang berkaitan erat 
dengan penelitian yang akan dilakukan, menghubungkan penelitian 
dengan literatur-literatur yang ada dan mengisi celah-celah penelitian yang 
ada sebelumnya.7 Hasil penelitian yang relevan bukan berarti sama dengan 
yang akan diteliti, tetapi masih dalam lingkup yang sama. Secara teknis 
hasil penelitian yang relevan dengan apa yang akan diteliti dapat dilihat 
dari permasalahan yang diteliti, waktu penelitian, tempat penelitian, 




John W Creswell. Research Design PendekatanMetodeKualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. 
Pustaka Pelajar. Yogjakarta. Cetakan I. Tahun 2016.hlm.36 
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Penelitian yang relevan dalam hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut : 
 
1. Ni Nyoman Juliantari, Syamsul Bachri, Farida Patittingi, Pelaksanaan 
Kewajiban Notaris Terhadap Kualitas Produk Akta dan Akibat 
Hukumnya. Tesis, Universitas Hasanuddin. 2016. Hasil Penelitian 
Notaris sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat 
akta otentik dituntutakan tanggung jawabnyauntukmembuatakta yang 
berkualitas yang dapat me erikan perlindungan hukum  bagi  para 
pihak yang membuat perjanjian. 
2. Nurul Fadillah Putri, Peranan Majelis Pengawas Notaris dalam 
Penegakkan Pelaksanaan Jabatan dan Fungsi Notaris di Kota Bandar 
Lampung. Skripsi, Universitas Lampung, 2018. Hasil Penelitian 
Majelis Pengawas Notaris berperan untuk mencegah atau memperbaiki 
kesalahan, penyimpangan, dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas 
dan wewenang yang telah ditentukan. Pengawasan bukan untuk 
mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kesalahan 
terhadap hasil pelaksanaan tugas jabatan notaris. Serta faktor-faktor 
penghambatnya antara lain dipengaruhi oleh masih banyak Notaris 
yang kurang atau belum memahami apa itu perbedaan serta tugas 
Majelis Pengawas daerah dan Dewan Kehormatan Notaris Daerah dan 
pola pikir Notaris yang berorientasi pada keuntungan materiil dalam 
pembuatan akta tersebut, bukan kebenaran substansi akta Notaris, serta 





3. Sulhan, Syamsul Bachri, Wiwie Heryani, Pelaksanaan Kode Etik 
dalam Menjalankan Jabatan Notaris pada Pembuatan Akta. Tesis, 
Universitas Hasanuddin, 2017. Hasil Penelitian Pelaksanaan kode etik 
dalam menjalankan jabatan notaries dalam pembuatan harus 
berdasarkan Kode Etik Notaris Indonesia dalam kenyataannya fungsi 
pengawasan oleh Dewan Kehormatan tidak optimal.. Dari penelitian 
menunjukkan bahwa pertama, Bentuk pelanggaran kode etik yang 
dilakukan oleh notaris terdiri dari publikasi/promosi diri, pemasangan 
papan nama, kantor Perwakilan, penetapan Honorarium disebabkan 
karena implikasi pemberian sanksi terhadap notaris yang melakukan 
pelanggaran kode etik tidak memberikan efek jera dan juga karena 
implikasi dari sanksi yang diberikan kepada notaris hanya berdampak 
pada keanggotaannya dalam Ikatan Notaris Indonesia dan tidak 
berdampak sama sekali terhadap pelaksanaan jabatannya sebagai 
notaris. Kedua, Urgensi penerapan sanksi perdata, sanksi administrasi 
dan sanksi etika terhadap notaris yang melakukan pelanggaran Kode 
Etik Notaris sangat penting sebagai upaya untuk terwujudnya 
profesionalisme notaris, karena hanya dengan penerapan sanksi yang 
tegas akan memberikan efek secara langsung kepada notaris sehingga 
tidak lagi melakukan pelanggaran terhadap kode etik. 
 
 
F. Metode Penelitian 
 






1. Jenis Penelitian 
 
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang 
bersifat field research. Penelitian field research adalah penelitian yang 
memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih 
jelas mengenai situasi yang terjadi.9 
2. Pendekatan Penelitian 
 
Berdasarkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini maka 
penelitian ini termasuk pendekatan yang digunakan adalah yuridis 
empiris dan field research dengan mengkaji data primer yang ada 
dilapangan mengenai Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris dalam 
Pembuatan Akta di Masa Pandemi Covid-19. Dengan kata lain,  
metode penelitian ini pendekatan kasus (case aprroach). Pendekatan 
kasus (case aprroach) fakta – fakta berupa orang, tempat, waktu, dan 
segala yang meyertainya. 
3. Sumber Data 
 
Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder, 
 
Data sekunder adalah data-data yang berhubungan dengan 
penelitian ini, berupa bahan-bahan pustaka. Fungsi data sekunder 
adalah untuk mendukung data primer. Data skunder yang berkaitan 





Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan ke 




2) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini 
 
3) Karya ilmiah atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian 
 
4) Infomasi yang dikutip dari internet 
 
4. Metode Pengumpulan Data 
 
Dalam proses pengumpulan data penulis disini menggunakan 
metode Study Kepustakaan dan Wawancara, data yang diperoleh baik 
dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan 
data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah 
data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian secara logis 
dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan 
penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan, yaitu hal-hal yang 
bersifat khusus. 
5. Metode Analisis Data 
 
Penelitian ini data yang telah terkumpul kemudian diolah dan 
dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode analisis data 
yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode yang 
menganalisis terhadap data kualitatif yaitu data-data yang terdiri dari 
rangkaian kata-kata. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul 
tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu 
dengan data yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun atau 
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G. Sistematika Penulisan 
 
Sistematika penulisan skripsi memberikan gambaran dan 
mengemukakan garis besar skripsi agar memudahkan di dalam 
mempelajari seluruh isinya. Untuk memperoleh gambaran yang jelas 
mengenai arah dan ruang lingkup skripsi ini, maka disajikan sistematika 
skripsi sebagai berikut: 
BAB I. PENDAHULUAN. Bab ini adalah bab yang mana berisikan suatu 
gambaran secara singkat kesuluruhan isi penulisan karya ilmiah 
yang terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan 
Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan 
Sistematika Skripsi. 
BAB II. TINJAUAN KONSEPTUAL Bab ini adalah bab yang berisikan 
tentang Tinjauan Umum tentang Tinjauan Umum Notaris, 
Tinjauan Umum Tinjauan Umum Pembuatan Akta, Tinjauan 
Umum tentang Covid 19, dan beberapa tinjauan yang sesuai 
dengan topik pembahasan penelitian skripsi ini. 
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini 
 
berisikan tentang pembahasan data yang telah di peroleh dari 
penilitian dan telah di periksa kembali secara teliti selanjutnya di 
bahasdengan secara runtun dan sistematis. 
BAB IV. PENUTUP Bab ini berisikan tentang Penutup yang terdiri dari: 







A. Tinjauan Umum Notaris 
 
Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris 
(UUJN), notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang 
untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk 
pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris 
memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk 
membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh 
UUJN.11 
Berdasarkan pengertian notaris di atas maka dapat dikemukakan 
beberapa unsur didalamnya, yakni: 
1. Notaris adalah pejabat umum 
 
2. Notaris merupakan satu-satunya pejabat yang berwenang untuk 
membuat akta autentik 
3. Akta-akta yang berkaitan dengan perbuatan, perjanjian dan penetapan 
yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh 
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4. Adanya kewajiban untuk menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan 
akta, memberikan groose, salinan dan kutipannya 
5. Terhadap pembuatan akta-akta itu tidak juga ditegaskan atau 
dikecualikan oleh suatu peraturan umum kepada pejabat atau orang lain. 
Profesi notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang 
menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk 
melayani kepentingan umum dan inti tugas notaris adalah mengatur secara 
tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang 
secara mufakat meminta jasa notaris. Notaris perlu memperhatikan apa 
yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai 
berikut: 
 
1. Memiliki integritas moral yang mantap; 
 
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri; 
 
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya; 
 
4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang12 
 
Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan 
hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang 
sangat membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik, mengenai 
keadaan peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka 
yang diangkat sebagai notaries harus mempunyai semangat untuk 
melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah 
merasa dilayani oleh notaries sesuai dengan tugas jabatannya dapat 
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memberikan honorarium kepada notaris. Oleh karena itu notaris tidak 
berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.13 
Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam 
memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan 
perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan 
perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap 
pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, beberapa ketentuan dalam 
Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, 
yang juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, 
fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan 
pelayanan public. 
Beberapa ketentuan yang diubah dari Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 
2004 Jabatan Notaris, antara lain: 
1. penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris, antara 
lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta 
perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) 
bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan; 
2. penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan 
pemberhentian sementara Notaris; 
13 
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Sebagai Jabatan dan Profesi yang terhormat Notaris mampunyai 
kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan baik berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai Notaris yaitu  
UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang harus ditaati 
oleh notaris, missal Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas. Notaris diangkat oleh penguasa untuk kepentingan 
public. Wewengan dari notaris diberikan oleh Undang-undang  
kepentingan public bukan untuk kepentingan notaries sendiri. Dalam 
menjalankan jabatannya notaris mempunyai kewajiban yang harus 
dilaksanakan yang terdapat dalam pasal 16 UUJN, yaitu : 
a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan 
menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; 
b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai 
bagian dari Protokol Notaris; 
c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta 
Akta; 
d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta 
berdasarkan Minuta Akta; 
e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang- 
Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya; 
f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala 
keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan 




g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang 
memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta 
tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid 
menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, 
dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; 
h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak 
diterimanya surat berharga; 
i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan 
waktu pembuatan Akta setiap bulan; 
j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau 
daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada 
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan 
berikutnya; 
k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada 
setiap akhir bulan; 
l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik 
Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, 
jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan; 
m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling 
sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk 
pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat 




n. menerima magang calon Notaris.. 
 
Pasal 15 ayat (2) UUJN, Notaris juga memiliki wewenang untuk : 
 
1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di 
bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. 
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam 
buku khusus. 
3.  Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan 
yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat 
yang bersangkutan. 
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya. 
 
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. 
 
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. 
 
7. Membuat akta risalah lelang. 
 
Wewenang utama notaris adalah membuat akta otentik, tapi tidak semua 
pembuatan akta otentik menjadi wewenang notaris, misalnya akta kelahiran, 
pernikahan, dan perceraian yang dibuat oleh pejabat lain selain notaris. Akta 
yang dibuat notaris tersebut hanya akan menjadi akta otentik, apabila notaris 
mempunyai wewenang yang meliputi empat hal, yaitu : 
1. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu. 
 
Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UUJN, dimana notaris adalah 
pejabat umum yang dapat membuat akta yang ditugaskan kepadanya 




2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan 
siapa akta itu dibuat. Pasal 52 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa 
Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, 
istri/suami, atau orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan 
notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis 
lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam 
garis ke samping dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri 
sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara 
kuasa. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah 
terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan. 
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu 
dibuat. Menurut Pasal 18 UUJN, notaris mempunyai tempat kedudukan 
di daerah kabupaten/kota. Wilayah jabatan notaris meliputi seluruh 
wilayah propinsi dari tempat kedudukannya. Akta yang dibuat di luar 
jabatannya adalah tidak sah. 
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta 
itu. Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat 
dari jabatannya, demikian juga notaris tidak boleh membuat akta 
sebelum ia memangku jabatannya.14 
Berdasarkan Pasal 3 UUJN menyebutkan syarat-syarat untuk 
menjadi seorang Notaris yang berbunyi sebagai berikut: 








b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
 
c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun 
 
d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan 
sehat dari dokter dan psikiater 
e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan 
 
f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai 
karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) 
bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau 
atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua 
kenotariatan 
g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, 
atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undangundang 
dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris 
h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 
(lima) tahun atau lebih. 
Notaris mempunyai larangan-larangan yang menurut Kamus besar 
Bahasa Indonesia diartikan sebagai perintah (aturan) yang melarang suatu 
perbuatan. Dengan adanya larangan bagi notaries dimaksudkan untuk 
menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa notariss. Dan 
larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam Pasal 




a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya; 
 
b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja 
berturut-turut tanpa alasan yang sah; 
c. merangkap sebagai pegawai negeri; 
 
d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara; 
 
e. merangkap jabatan sebagai advokat; 
 
f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik 
negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta; 
g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau 
Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris; 
h. menjadi Notaris Pengganti; 
 
i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, 
kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan 
martabat jabatan Notaris. 
Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud akan 
dikenai sanksi berupa : 
a. Peringatan tertulis 
 
b. Pemberhentian sementara 
 
c. Pemberhentian dengan hormat 
 
d. Pemberhentian dengan tidak terhormat 
 
Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib 
mengikuti tempat kedudukan notaries yang hanya mempunyai satu kantor 




menjalankan jabatan diluar tempat kedudukannya dan apabila notaris 
melanggar akan dikenai sanksi. 
Notaris yang merupakan suatu profesi tentunya memerlukan suatu 
aturan etika profesi dalam bentuk kode etik. Kedudukan kode etik bagi 
notaris sangatlah penting, bukan hanya karena notaris merupakan suatu 
profesi, melainkan juga karena sifat dan hakikat pekerjaan notaris yang 
berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum 
utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang 
menggunakan jasa notaris tersebu15 Dalam melaksanakan tugas jabatannya 
seorang notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan notaris, 
karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama 
sekali.16 
Dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris 
yaitu : 
“Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, 
istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan 
dengan notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam 
garis keturunan lurus kebawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, 
serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi 




Munir Fuady, Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, advokat, Notaris, 
Kurator, dan Pengurus), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal. 133 
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B. Tinjauan Umum Pembuatan Akta 
 
Akta merupakan bentuk dari suatu perjanjian tertulis. Menurut 
Subekti, akta bukan merupakan surat, melainkan harus diartikan dengan 
perbuatan hukum, berasal dari kata acte yang dalam bahasa Perancis 
berarti perbuatan, artinya akta merupakan bentuk dari adanya suatu 
perbuatan hukum atau akta merupakan perbuatan hukum itu sendiri.17 
Pasal 1 ayat (7) menyatakan Akta Notaris yang selanjutnya disebut 
Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris 
menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. 
Pasal 1 ayat (8) (9) (10) menyatakan Minuta Akta adalah asli Akta 
yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, 
yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Salinan Akta adalah 
salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan 
Akta tercantum frasa "diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. 
Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian 
dari Akta dan pada bagian bawah kutipan Akta tercantum frasa "diberikan 
sebagai kutipan. 
Pasal 1 ayat (12) (13) bahwa Formasi Jabatan Notaris adalah 
penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu Kabupaten/Kota. 
Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara 








Alat bukti yang sah atau diterima dalam suatu perkara (perdata) 
pada dasarnya terdiri dari ucapan dalam bentuk keterangan saksi-saksi 
pengakuan, sumpah, tertulis dapat berupa tulisan-tulisan yang mempunyai 
nilai pembuktian. Dalam perkembangan alat bukti sekarang ini untuk 
perkara pidana dan juga perdata telah pula diterima alat bukti elektronik 
atau yang terekam atau yang disimpan secara elektronik sebagai alat bukti 
yang sah dalam persidangan.18 
Ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Jabatan 
Notaris menyatakan bahwa akta notaris adalah akta yang dibuat oleh atau 
dihadapan notaris berdasarkan bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam 
undang-undang ini. Berdasarkan pengertian di atas dapat di simpulkan 
bahwa tentang penggolongan akta otentik terbagi menjadi beberapa 
macam yaitu: 
1. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum disebut juga akta relaas 
acten, yaitu akta yang berisikan berupa uraian notaris yang dilihat, 
disaksikan, dan dibuat notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar 
tindakan atau perbuatan para pihak dilakukan dan dituangkan ke 
dalam bentuk akta notaris. Kebenaran akta ini tidak dapat di ganggu 
gugat kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu. 
2. Akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat umum disebut juga akta 
partij acten atau akta para pihak, yaitu akta yang berisikan keterangan 
 
18 
George Whitecross Patton, A text Book Of Jurisprudence, Oxford at the Clarendon Press, 




yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya atau menyuruh 
membuat akta itu, yang kebenaran isi akta tersebut oleh para pihak 
dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut. 
Semua akta yang dibuat dihadapan notaris dapat disebut akta 
otentik. Meskipun demikian, bukan berarti hanya notaries yang berwenang 
membuat surat otentik. Ada pihak lain yang juga berwenang membuat akta 
otentik, yaitu kepolisian dan catatan sipil. 19 Menurut Pasal 1868 
KUHperdata akta autentik adalah akta yang di dalam bentuk yang 
ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai 
yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, di tempat di mana akta 
dibuatnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa disebut akta 
autentik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
1. Akta yang dibuat oleh atau akta yang dibuat di hadapan pegawai 
umum, yang diunjuk oleh undang-undang 
2. Bentuk akta ditentukan undang-undang dan cara membuatnya akta 
harus menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang 
3. Di tempat dimana pejabat berwenang membuat akta tersebut20 
Berdasarkan KUH Perdata pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris 
merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga 
dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan 
yang sangat penting.21 Akta-akta yang dibuat oleh notaris antara lain : 
 
19
Muhammad Hasyim soska, Pejabat Pembuat Akta, http:hasyimsoska.blogspot.com, 2012. 
20
ibid 
21 Perpustakaan Universitas Sumatera Utara http://library.usu.ac.id/download/fh/tesis-arwin 




1. Pendirian Perseroan Terbatas (PT), perubahan juga Risalah Rapat 
Umum Pemegang Saham. 
2. Pendirian Yayasan 
 
3. Pendirian Badan Usaha - Badan Usaha lainnya 
 
4. Kuasa untuk Menjual 
 
5. Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Jual Beli 
 




8. Pendirian CV termasuk perubahannya 
 
9. Pengakuan Utang, Perjanjian Kredit dan Pemberian Hak Tanggungan 
 
10. Perjanjian Kerjasama, Kontrak Kerja 
 
11. Segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain22 
Menurut pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan bahwa agar suatu 
akta mempunyai kekuatan otentisitas, maka harus memenuhi beberapa 
syarat - syarat yaitu sebagai berikut: 
 
1. Aktanya itu harus di buat oleh atau di hadapan pejabat umum; 
 
2. Aktanya harus dibuat di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang - 
undang dan pejabat umum itu harus mempunyai kewenangan untuk 
membuat akta tersebut. 
Fungsi Akta Notaris sendiri yaitu : 
 
1. Akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu 









2. Akta sebagai alat pembuktian di mana dibuatnya akta tersebut oleh 
para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk 
pembuktian di kemudian hari.23 
Akta yang dibuat oleh notaris bentuknya sudah ditentukan oleh Pasal 
38 Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- 
undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu : 
1. Setiap Akta terdiri atas: 
 
a. awal Akta atau kepala Akta; 
 
b. badan Akta; dan 
 
c. akhir atau penutup Akta. 
 
2. Awal Akta atau kepala Akta memuat: 
 
a. judul Akta; 
 
b. nomor Akta; 
 
c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan 
 
d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris 
 
3. Badan Akta memuat: 
 
a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, 
jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang 
mereka wakili; 
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c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang 
berkepentingan; dan 
d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, 
kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. 
e. Akhir atau penutup Akta memuat: 
 
a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalamPasal 
16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7); 
b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau 
penerjemahan Akta jika ada; 
c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, 
kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan 
d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam 
pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat 
berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah 
perubahannya. 
Menurut Pasal 39 Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris, yaitu : 
1. Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
 
a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah 
menikah; dan 




2. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya 
oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 
(delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan 
perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap 
lainnya. 
3. Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara 
tegas dalam Akta. 
Setiap akta yang dibacakan oleh notaris dihadiri paling sedikit 2 
(dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan dan saksi harus 
memenuhi beberapa syarat yang tertuang dalam Pasal 40 ayat (2) yaitu : 
a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya 
telah menikah; 
b. Cakap melakukan perbuatan hukum; 
 
c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta; d. dapat membubuhkan 
tanda tangan dan paraf; dan 
d. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam 
garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis 
ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para 
pihak. 
e. Mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta; d. dapat membubuhkan 
tanda tangan dan paraf; dan 
f. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam 




ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para 
pihak. 
Ada dua jenis golongan akta notaris, yaitu : 
 
1. Akta yang dibuat oleh (door) Notaris, biasa disebut dengan istilah 
akta relaas atau berita acara. 
2. Akta yang dibuat dihadapan (ten overstaan) Notaris, biasa disebut 
dengan istilah akta pihak atau akta partij. 
Akta-akta tersebut dibuat atas dasar permintaan para pihak, sudah 
tentu akta tersebut tidak akan dibuat oleh notaris. Akta relaasc akta 
dibuat oleh notaris atas permintaan para pihak, agar notaris mencatat 
atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan berkaitan dengan 
tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak 
agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta notaris. 
Kekuatan pembuktian akta otentik dapat dibagi dalam 3 (tiga) 
golongan yaitu: 
 
1. Kekuatan bukti lahiriah Dalam kekuatan bukti ini disebut dengan 
acta publica probant ses ipsa atau suatu akad yang nampak 
lahirnya atau dari kata-katanya berasal dari seorang pejabat umum 
dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. 
Pembuktian lahiriah berlaku bagi para pihak dan pihak ketiga. 
2. Kekuatan bukti formal Dalam kekuatan bukti ini dibagi menjadi 2 




a. Bagi Akta Pejabat, akta ini membuktikan kebenaran dari apa 
yang disaksikan yakni dilihat, didengar dan juga dilakukan 
sendiri oleh Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya. 
b. Bagi Akta Partij, membuktikan bahwa Pejabat Umum dan para 
pihak ada menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta itu. 
3. Kekuatan pembuktian materil 
 
Dalam kekuatan pembuktian ini hanya dipunyai oleh Akta Partij 
dan tidak dipunyai oleh Akta Pejabat. Pada Akta Partij 
membuktikan keterangan para pihak sesuai dengan apa yang 
dicantumkan dalam akta dan apa yang diterangkan itu adalah benar 
dan hanya berlaku bagi para pihak yang bersangkutan, para ahli 
waris serta penerima hak mereka, sedangkan daya pembuktian 
materil kepada pihak ketiga diserahkan kepada pertimbangan 
hakim.24 
 
C. Tinjauan Umum Covid-19 
 
Corona virus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan 
penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis 
corona virus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat 
menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome 
(MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah 
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diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini 
dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara 
hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa  SARS 
ditransmisikan dari kucing luwak (civet cats) ke manusia dan MERS dari 
unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID- 
19 ini sampai saat ini masih belum diketahui25. 
Sejak kasus pertama di Wuhan, terjadi peningkatankasus COVID- 
19 di China setiap hari dan memuncakdiantara akhir Januari hingga awal 
Februari 2020. Awalnyakebanyakan laporan datang dari Hubei dan 
provinsi disekitar, kemudian bertambah hingga ke provinsi-provinsi lain 
dan seluruh China.26Tanggal 30 Januari 2020, telah terdapat 7.736 kasus 
terkonfirmasi COVID-19 di China, dan 86 kasus lain dilaporkan dari 
berbagai negara seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri 
Lanka, Kamboja, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, 
India, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, dan Jerman.27 
COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 
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terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian29. Tingkat 
mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan 
yang tertinggi di Asia Tenggara30. 
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dengan 
jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas 
wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, 
sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat 
dan sejauh ini Covid 19 masih menjadi perbincangan disejumlah Negara 
lantaran kasus yang kian meningkat hingga World Health Organization 
(WHO) menetapkan virus tersebut menjadi pandemic. Virus ini dengan 
cepat menular dan telah menyebar kehampir semua Negara, termasuk 
diindonesia hanya butuh waktu beberapa bulan sajal. Hal tersebut 
membuat beberapa Negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan 
lockdown dalam mencegah penyebaran Covid-19. Diindonesia sendiri 
diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) untuk 
menekan penyebaran virus Covid-19 yang diatu didalam Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan 
Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Pecepatan Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19). Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa 
menginfeksi sistem pernapasan. 
29 
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COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak 
erat dan droplet, tidak melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular 
penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 
termasuk yang merawat pasien COVID-19. Rekomendasi standar untuk 
mencegah penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur, 
menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung 
dengan ternak dan hewan liar serta menghindari kontak dekat dengan siapa 
pun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan 
bersin. Selain itu, menerapkan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) 
saat berada di fasilitas kesehatan terutama unit gawat darurat. 
Gejala    awa     infeksi     virus     Corona     atau     COVID-19 
bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit 
tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh 
atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami 
demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri 
dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus 
Corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan 
seseorang terinfeksi virus Corona, yaitu: 
1. Demam (suhu tubuh di atas 38 derajat Celsius) 
 
2. Batuk kering 
 
3. Sesak napas 
 
Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus 










4. Hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau 
 
5. Ruam di kulit31 
 
Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari 
sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus Corona. Penyebaran 
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dengan jumlah kasus dan/atau 
jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas 
negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, 
pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. 
Orang yang paling berisiko terkena Covid 19 yaitu orang yang berusi 
lanjut dan memilikiorang yang memiliki kondisi medis seperti diabetes 
dan penyakit jantung di Ada setidaknya ketahui lebih berisiko terkena 
penyakit parah. Pengobatan untuk Covid-19 sendiri sampai saat ini belum 
ada pengobatan atau vaksin untuk Covid-19, namun sebagian besar gejala 
dapat ditangani. 5 hal yang dapat dilakukan masyarakat : 
1. Sering-seringlah mencuci tangan. 
 
2. Cuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun atau, jika tidak 
tampak kotor, gunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. 
Maka, virus di tangan akan mati. 
 
 
31Merry Dame Criaty Pane, Virus Corona, https://www.alodokter.com/virus-corona, 10 Agustus 




3. Tutup mulut dan hidung dengan siku yang dilipat atau tisu saat batuk 
dan bersin. Segera buang tisu bekas dan cuci tangan dengan air bersih 
mengalir dan sabun atau gunakan cairan antiseptik berbahan dasar 
alkohol. Dengan demikian Anda melindungi orang lain dari virus yang 
keluar melalui batuk dan bersin. 
4. Jika memungkinkan, jaga jarak 1 meter dengan orang yang batuk- 
batuk, bersin-bersin, atau demam. 
COVID-19 diketahui paling mudah menyebar melalui kontak jarak 
dekatdengan orang yang terinfeksi COVID-19. 
5. Jangan sentuh mata, hidung dan mulut dengan menggunakan tangan 
menyentuh berbagai permukaan benda yang mungkin terkontaminasi 
virus ini. Jika Anda menyentuh mata, hidung atau mulut dengan 
tangan kotor, Anda mungkin memindahkan virus ini dari permukaan 
ke diri Anda. 
6. Jika Anda demam, batuk dan sulit bernapas, cari pertolongan medis. 
 
Telepon fasilitas kesehatan dan sampaikan dulu bahwa Anda akan 
datang. 
Selalu ikuti panduan tenaga kesehatan atau petunjuk kesehatan 
nasional. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan 
untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran 
virus Corona. Pemerintah Negara Indonesia sendiri menggunakan metode 
dalam paradigma hukum di Indonesia, social distancing maupun  




Kekarantinaan Kesehatan. Kekarantinaan Kesehatan menurut UU No. 6 
Tahun 2018 merupakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau 
masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang 
berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.  
Pemberlakuan social distancing maupun lockdown sebenarnya merupakan 
upaya dari adanya Kedaruratan Kesehatan.Kedaruratan Kesehatan 
Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa 
dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang 
disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, 
bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan 
berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. 32 Dalam UU No. 6 
Tahun 2018 respon dari keadaan darurat kesehatan diantaranya Karantina 
rumah, Karantina rumah sakit, Karantina Wilayah dan yang kini digagas 
oleh Presiden adalah Pembatasan sosial berskala besar untuk menekan 
penyebaran virus ini. Pedoman Pembatas Sosial Berskala Besar atau yang 
biasa disebut PSBB itu pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam 
suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Vorus Disease 2019 
(COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) itu sudah disebutkan dalam pasal 
1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan 
 
32 CNN Indonesia, “Membedah Kebijakan Lockdown di Negara Lain Hadapi Corona” diakses 
melalui https://www.cnnindonesia.om/internasional/20200318143711-134-484541/membedah- 




Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dalam pasal 2 
menyebutkan untuk dapat ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, 
suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi kriteria sebagai 
berikut: 
a. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan 
menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; 
b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau 
negara lain. 
Selain itu pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi 
dan Informatika (Kominfo) mengembangkan aplikasi Peduli Lingdungi 
yang berbasis android yang dapat di unduh secara bebas oleh masyarakat 
untuk membantu menangani penyebaran virus Corona yang semakin hari 
semakin merajalela, dengan adanya himbauan tetap berada dirumah 
diharapkan untuk menghambat bahkan menghentikan atau memutuskan 
mata rantai penyebaran virus. Dalam menindaklanjuti himbauan presiden 
pemerintah daerah mulai mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan 
seperti meliburkan anak sekolah selama sampai batas yang tidak 
ditentukan. Namun dari beberapa daerah menerapkan peraturan yang 
berbeda-beda sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. 
Salah satu upaya yang sedang dikembangkan adalah pembuatan 
vaksin guna membuat imunitas dan mencegah transmisi.123 Saat ini, sedang 
berlangsung 2 uji klinis fase I vaksin COVID-19. Studi pertama dari 




25, 100, dan 250 µg.124 Studi kedua berasal dari China menggunakan 
adenovirus type 5 vector dengan dosis ringan, sedang dan tinggi.33 Seluruh 
individu yang memenuhi kriteria suspek atau pernah berkontak dengan 
pasien yang positif COVID-19 harus segera berobat ke fasilitas kesehatan.34 
WHO juga sudah membuat instrumen penilaian risiko bagi petugas 
kesehatan yang menangani pasien COVID-19 sebagai panduan rekomendasi 
tindakan lanjutan. Bagi kelompok risiko tinggi, direkomendasikan 
pemberhentian seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pasien selama 14 
hari, pemeriksaan infeksi SARS-CoV-2 dan isolasi. Pada kelompok risiko 
rendah, dihimbau melaksanakan pemantuan mandiri setiap harinya terhadap 
suhu dan gejala pernapasan selama 14 hari dan mencari bantuan jika 
keluhan memberat. 126 Pada tingkat masyarakat, usaha mitigasi meliputi 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
1. Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Sebelum 
dan pada saat Masa Pandemi Covid-19 
Sebelum adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam 
rangka percepatan penanganan Covid-19 mengharuskan masyarakat untuk 
membatasi interaksi fisik. Sehingga, perusahaan menerapkan kebijakan 
kepada karyawannya untuk Work From Home (WFH) atau bekerja dari 
rumah. Tak terkecuali, untuk pekerjaan jasa layanan hukum, baik yang 
diselenggarakan oleh pengacara/advokat maupun notaries sebagai pejabat 
umum. Khusus untuk profesi pengacara, secara umum sudah menggunakan 
layanan elektronik sebagai solusi dalam memberikan jasa maupun bantuan 
hukum pada kondisi darurat ini. 
Menurut Rifkhi Pratama selaku Notaris di Kabupaten brebes 
menyatakan bahwa : 
“Sebelum adanya Covid-19 Pelaksanaan dalam pembuatan akta 
notaris sebelumnya para pihak menyampaikan maksud dan tujuan dari 
pembuatan akta notaris, setelah akta notaris sudah siap para pihak dan saksi 
sedikitnnya dua orang menghadap secara langsung kepada notaris untuk 
dibacakan akta notaris dan dihari tersebut juga akta ditanda tangani oleh 
para pihak, saksi dan notaris. Untuk pelaksanaan rapat Pendirian Yayasan 
atau PT dapat dilakukan dikantor notaris atau yang sudah ditentukan dengan 







yayasan dan kepengurusan serta maksud dan tujuan, mengetahui domisili 
serta pembahasan dalam anggaran dasar yayasan. Jam kerja pelayanan jasa 
notaris dilakukan sama halnya seperti kantor-kantor pada umumnya. Dan 
untuk kegiatan lapangan notaris dapat dilakukan setiap hari selama jam 
kerja dibutuhkan dalam acara kegiatan notaris”36 
Notaris Sebagai pejabat publik yang dimandatkan oleh peraturan 
perundang-undangan (UU No. 2 Tahun 2014) diberikan kewenangan untuk 
membuat akta otentik, yaitu sebuah pembuktian tertulis yang memiliki 
kekuatan pembuktian yang sempurna bagi masyarakat; peraturan 
perundangan mengatur dengan tegas bahwa syarat utama otentisitas sebuah 
akta otentik adalah kehadiran para pihak di hadapan Notaris/PPAT (Pasal 
1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). 
Notaris, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan Notaris adalah pejabat umum 
yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan 
lainnya sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini atau berdasarkan 
undang-undang lainnya. Dan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN 
menyatakan : 
“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, 
perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang- 
undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 
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Rifkhi Pratama, wawancara tentang Pelaksanaan Jabatan Notaris dimasa Pandemi Covid-19 




dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan 
Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, 
semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau 
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh 
undang-undang” 
Pasal 15 ayat (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Notaris berwenang pula: 
a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di 
bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 
b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku 
khusus; 
c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang 
memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang 
bersangkutan; 
d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; 
 
e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; 
 
f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau 
 
g. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak 
diterimanya surat berharga; 
h. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan 
waktu pembuatan Akta setiap bulan; 
i.  mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau 




kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan 
berikutnya; 
j.  mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada 
setiap akhir bulan; 
k. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik 
Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, 
dan tempat kedudukan yang bersangkutan; 
l.  membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh 
paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus 
untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada 
saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan 
m. menerima magang calon Notaris. 
 
Menurut Pasal 1 angka 7 menerangkan Akta Notaris yang 
selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di 
hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam 
Undang-Undang ini dan Sebelum terkena dampak pandemi Covid-19, 
pelaksanaan jabatan notaris bejalan lancar. 
Menurut pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan bahwa agar 
suatu akta mempunyai kekuatan otentisitas, maka harus memenuhi beberapa 
syarat - syarat yaitu sebagai berikut: 




b. Aktanya harus dibuat di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang - 
undang dan pejabat umum itu harus mempunyai kewenangan untuk 
membuat akta tersebut. 








Pada hari ini, ………. tanggal .............. bulan Juni tahun dua ribu dua puluh 
 
(.…..-06-2020). Menghadap kepada saya, RIFKHI PRATAMA, Sarjana 
Hukum, Magister Kenotariatan, Berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia tertanggal  ……….. 
bulan  Januari  tahun  dua  ribu  dua  puluh  (  ……–01–  2020)  nomor  : 
 
………………………..diangkat sebagai Notaris di Kabupaten Brebes, 
yang berkedudukan di Brebes, dengan dihadiri oleh parasaksi yang telah 
saya kenal, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: 
Syarat-syarat formil tersebut adalah: 
1. dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (Pasal 1 angka 7 UUJN), 
 
2. dihadiri para pihak (Pasal 16 ayat (1) huruf l). 
 




4. dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 40 ayat (1) UUJN). Bahwa syarat 
formil kehadiran para pihak tersebut bersifat kumulatif dan bukan 




mengakibatkan Akta Notaris tersebut mengandung cacat formil dan 
berarti akibatnya tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan 
pembuktian. 
Hingga saat ini sejak dikeluarkannya Surat Himbauan Pengurus 
Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) tertanggal 17 Maret 2020, kantor 
Notaris dihimbau untuk mengurangi aktivitas di kantor atau di luar kantor 
dan apabila tidak ada keperluan yang mendesak, pekerjaan-pekerjaan yang 
wajib diselesaikan, semaksimal mungkin diselesaikan di rumah. (Surat 
Himbauan PP INI Nomor 65/33-III/PP-INI/2020) 
Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia mengatakan terkait 
pelaksanaan work from home bukan bentuk pelanggaran Pasal 17 Undang- 
undang Jabatan Notaris (UUJN) dan untuk perjanjian, perbuatan, atau rapat 
yang menurut peraturan perundang-undangan dokumennya dapat dibuat di 
bawah tangah, agar dicantumkan klausula khusus sebagaimana tercantum 
dalam himbauan ini. 
Menindaklanjuti surat terdahulu Nomor 65/33-III/ PP-INI/2020 
tanggal 17 Maret 2020 lalu, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok 
surat, PP INI memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai 
berikut: 
1. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) dan seluruh jajarannya 
menyampaikan rasa prihatin atas perkembangan masif penyebaran Covid- 
19 yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan notaris 




2. berkenaan dengan itu, kami menghimbau kepada semua anggota untuk 
mengikuti protol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam usaha 
mengatasi penyebaran Covid-19. Khususnya himbauan untuk Work From 
Home (WHF/bekerja dari rumah) dan melaksanakan social distancing 
(jaga larak). Pelaksanaan WFH tersebut bukan merupakan bentuk 
pelanggaran dari Pasal 17 UU 30/2004 tentang Jabatan Notaris 
sebagaimana telah diubah dengan UU 2/2014 terkait larangan untuk 
meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja berturut-turut 
tanpa alasan yang sah. 
3. kondisi WFH dan social distancing tersebut tentu akan membatasi 
pelaksanaan tugas jabatan notaris, oleh karena itu terhadap situasi tersebut 
dapat ditempuh beberapa alternatif antara lain sebagai berikut : Mengatur 
ulang jadwal penandatanganan akta dengan para penghadap, hingga 
kondisi memungkinkan. Merekomendasikan rekan notaris lain yang 
kondisinya memungkinkan untuk menjalankan jabatan. Untuk perjanjian, 
perbuatan, atau rapat yang menurut peraturan perundang-undangan 
dokumennya dapat dibuat di bawah tangah, agar dicantumkan klausula 
“akan dibuat/dinyatakan kembali dalam Akta Autentik segera setelah 
darurat Covid-19 dicabut oleh Pemerintah”. 
4. terkait butir tiga tersebut, agar dalam menjalankan jabatan tetap 
memperthatikan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), kode etik, dan 




Dengan adanya kebijakan Work From Home agar memutus rantai 
Covid-19 menurut Rifkhi Pratama menyatakan bahwa : 
“Untuk memutus rantai Covid-19 dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris 
dalam Pembuatan Akta Notaris salah satu pihak menyampaikan maksud dan 
tujuan dari pembuatan akta notaris melalui telepon atau daring, setelah akta 
notaris sudah siap para pihak membuat jadwal untuk ketemu dengan 
memperhatikan protocol kesehatan sesuai dengan anjuran dari pemerintah 
seperti : mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak dan dilakukan 
bertahap. Jika terdapat banyak pihak yang hadir dengan tetap dihadiri oleh 
dua orang saksi. Setelah itu notaris membacakan akta notaris tersebut dan 
pada hari itu juga akta notaris tersebut ditanda tangani oleh para pihak. 
Untuk pelaksanaan rapat pendirian yayasan, PT (Persero Terbatas) 
dilakukan dengan cara daring atau media telekomunikasi berbasis video call 
dalam aplikasi tertentu dikantor notaris atau tempat yang sudah ditentukan 
dengan dihadiri oleh pengurus yayasan guna membahas mengenai 
penentuan nama, kepengurusan serta maksud dan tujuan, mengetahui 
domisili serta pembahasan dalam anggaran dasar yayasan. Jam kerja 
pelayanan notaris dimasa pandemi berkurang 2-4 jam setiap hari kerja. Dan 
untuk kegiatan diluar atau dilapangan seminimal mungkin agar bisa 
dikerjakan secara daring apabila memangn harus benar-benar dilakukan 








2. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris dalam 
Pembuatan Akta di Masa Pandemi Covid-19 
Menurut Rifkhi Pratama dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris 
dalam Pembuatan Akta di Masa Pandemi Covid-19 terhambatnya pelayanan 
jasa secara daring karena terdapat syarat formil yang harus dipenuhi untuk 
mendukung keabsahan Akta Notaris Para pihak tidak bisa untuk segala 
proses pelaksanaan pembuatan akta dimasa pandemi Covid-19 berjalan 
lambat dan masyarakat tidak mematuhi aturan pemerintah mengenai 
protokol kesehatan.38 Selain itu menurut Rifkhi Pratama selah satu Notaris 
di Kabupaten Brebes, menyatakan : 
1. Penghadap atau Para Pihak yang datang kekantor notaris pada saat 
menghadap sebagian besar tidak mematuhi protocol kesehatan, padahal 
sudah ada peringatan sebelum masuk kekantor notaries supaya untuk 
mencuci tangan, wajib memakai masker dan jaga jarak aman. Oleh 
karena itu penghadap dilarang memasuki kantor notaris untuk 
melaksanakan pembuatan akta dan penghadap dianjurkan untuk 
mematuhi protocol kesehatan terlebih dahulu agar tidak membuat 
kekhawatiran kepada staff notaris. 
2. Dalam masa pandemi covid-19 ini sebagian besar penghadap tidak bisa 
atau tidak mau keluar rumah untuk datang kekantor notaris untuk 
melaksanakan pembuatan akta, oleh karena itu dari pihak notaris 







telah diperbolehkan dan disepakati dengan tetap mematuhi protocol 
kesehatan. 
3. Apabila terdapat penghadap yang sedang sakit untuk pelaksanaan 
pembuatan aktanya ditunda terlebih dahulu sampai penghadap sembuh 
dan sehat sehingga bisa datang menghadap kepada notaris untuk 
melaksanakan perbuatan hukum tersebut. 
4. Penghadap yang berada diluar kota atau perantauan dan berada di zona 
merah tidak diperbolehkan untuk pulang kampung sehingga dapat 
menyebabkan tertundanya pelaksanaan pembuatan akta dan notaris 
menyarankan agar membuat surat kuasa notariil dari notaris daerah 
tersebut yang diberikan kepada keluarga, saudara, atau orang yang lain 
untuk membantu proses pelaksanaan pembuatan akta yang dimohon 
penghadap.39 
Syarat-syarat formil tersebut adalah: 
 
1. dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (Pasal 1 angka 7 UUJN), 
 
2. dihadiri para pihak (Pasal 16 ayat (1) huruf l). 
 
3. kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada Notaris ( Pasal 39 
ayat (2) UUJN), 
4. dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 40 ayat (1) UUJN). Bahwa 
syarat formil kehadiran para pihak tersebut bersifat kumulatif dan 
bukan bersifat alternatif, artinya satu syarat saja tidak terpenuhi 







formil dan berarti akibatnya tidak sah dan tidak mempunyai nilai 
kekuatan pembuktian. 
Notaris harus dapat membantu pemerintah dalam menjadikan Indonesia 
sebagai tempat tujuan investasi yang nyaman dan aman bagi para investor, 
khususnya dari luar negeri. Profesi notaris bersama dengan akuntan dan 
pengacara merupakan profesi yang sangat penting bagi pengembangan  
iklim investasi di Indonesia. Oleh karena itu, integritas dan profesional 
seorang notaris sangat diperlukan dalam mensukseskan era Industri 4.0. 
Selain itu, dalam hal kebutuhan bisnis, memang memerlukan kecepatan dan 
ketepatan menjadi urgensi yang harus diperhatikan. Namun demikian, sifat 
otentik dari suatu akta notaris tetap harus dijaga. 
Secara normatif konsep cyber notary tersebut belum diakomodasi dalam 
UUJN. “Pasal 1 angka 7 UUJN merumuskan Akta Notaris adalah akta 
otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata 
cara yang ditetapkan Undang-Undang ini. Selanjutnya, Pasal 39 ayat (2) 
merumuskan dalam menjalankan jabatannotaris berkewajiban membacakan 
akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang 
saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan 
notaris. 
Sebagaimana dipahami bahwa Pembuktian Elektronik dinyatakan dalam 
Pasal 5 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas 
Undang-undang Nomor 8 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 




1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil 
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. 
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil 
cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari 
alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di 
Indonesia. 
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah 
apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam Undang-undang ini. 
4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: 
a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; 
dan 
b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat 
dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat 
akta,”. 
Dalam pasal 6 UU ITE merumuskan “Dalam hal terdapat ketentuan 
lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa 
suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang 
tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, 




Dalam Pasal 6 yang sudah dijelaskan termasuk keadaan sekarang ini dalam 
kedaruratan kesehatan masyarakat, tidak ada pengaturan yang dapat dirujuk 
atau dijadikan dasar hukum berkaitan dengan pengesampingan ketentuan 
UUJN dan UUJN-P, termasuk tentunya UU ITE (Pasal 5 ayat (4)). 
Pemberlakukan UUJN juncto UUJN-P adalah hukum yang memaksa, di 
mana Hukum yang bersifat memaksa (dwingend recht) adalah peraturan- 
peraturan hukum yang tidak boleh dikesampingkan atau disimpangi oleh 
orang-orang yang berkepentingan, terhadap peraturan-peraturan mana 







1. Pelaksanaan dalam Tugas Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Sebelum 
dan dalam Masa Pandemi Covid 19 berbeda dari perbedaan tersebut 
terletak pada protocol kesehatan dan kehadiran penghadap  berdasarkan 
SK Nomor 65/33-III/ PP-INI/2020 tanggal 17 Maret 2020 lalu, perihal 
sebagaimana dimaksud pada pokok surat, PP INI memandang perlu untuk 
menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 
a. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) dan seluruh 
jajarannya menyampaikan rasa prihatin atas perkembangan masif 
penyebaran Covid-19 yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan 
tugas jabatan notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
b. berkenaan dengan itu, kami menghimbau kepada semua anggota untuk 
mengikuti protol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam 
usaha mengatasi penyebaran Covid-19. Khususnya himbauan untuk 
Work From Home (WHF/bekerja dari rumah) dan melaksanakan social 
distancing (jaga larak). Pelaksanaan WFH tersebut bukan merupakan 
bentuk pelanggaran dari Pasal 17 UU 30/2004 tentang Jabatan Notaris 
sebagaimana telah diubah dengan UU 2/2014 terkait larangan untuk 
meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja berturut- 










c. kondisi WFH dan social distancing tersebut tentu akan membatasi 
pelaksanaan tugas jabatan notaris, oleh karena itu terhadap situasi 
tersebut dapat ditempuh beberapa alternatif antara lain sebagai berikut : 
Mengatur ulang jadwal penandatanganan akta dengan para penghadap, 
hingga kondisi memungkinkan. Merekomendasikan rekan notaris lain 
yang kondisinya memungkinkan untuk menjalankan jabatan. Untuk 
perjanjian, perbuatan, atau rapat yang menurut peraturan perundang- 
undangan dokumennya dapat dibuat di bawah tangah, agar dicantumkan 
klausula “akan dibuat/dinyatakan kembali dalam Akta Autentik segera 
setelah darurat Covid-19 dicabut oleh Pemerintah”. 
d. terkait butir tiga tersebut, agar dalam menjalankan jabatan tetap 
memperthatikan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), kode etik, 
dan peraturan perundang-undangan lainnya. 
2. Hambatan-hambatan dalam Tugas Jabatan Notaris dalam Pembuatan 
Akta Sebelum dan pada masa Pandemi Covid 19 adalah penghadap 
yang tidak menaati aturan pemerintah mengenai Protokol kesehatan. 
a. Penghadap atau Para Pihak yang datang kekantor notaris pada saat 
menghadap sebagian besar tidak mematuhi protocol kesehatan, 
padahal sudah ada peringatan sebelum masuk kekantor notaries 
supaya untuk mencuci tangan, wajib memakai masker dan jaga jarak 
aman. Oleh karena itu penghadap dilarang memasuki kantor notaris 




untuk mematuhi protocol kesehatan terlebih dahulu agar tidak 
membuat kekhawatiran kepada staff notaris. 
b. Dalam masa pandemi covid-19 ini sebagian besar penghadap tidak 
bisa atau tidak mau keluar rumah untuk datang kekantor notaris 
untuk melaksanakan pembuatan akta, oleh karena itu dari pihak 
notaris berinisiatif mendatangi ke tempat para penghadap yang 
sebelumnya telah diperbolehkan dan disepakati dengan tetap 
mematuhi protocol kesehatan. 
c. Apabila terdapat penghadap yang sedang sakit untuk pelaksanaan 
pembuatan aktanya ditunda terlebih dahulu sampai penghadap 
sembuh dan sehat sehingga bisa datang menghadap kepada notaris 
untuk melaksanakan perbuatan hukum tersebut. 
d. Penghadap yang berada diluar kota atau perantauan dan berada di 
zona merah tidak diperbolehkan untuk pulang kampung sehingga 
dapat menyebabkan tertundanya pelaksanaan pembuatan akta dan 
notaris menyarankan agar membuat surat kuasa notariil dari notaris 
daerah tersebut yang diberikan kepada keluarga, saudara, atau orang 




Pemerintah daerah seharusnya membuat aturan untuk pencegahan Covid 19, 
melakukan pengujian untuk masyarakat yang melakukan perjalanan dari 




menular Covid 19 untuk melakukan tindakan penyelidikan epidemiologis 
yang dilakukan melalui beberapa hal kegiatan, yaitu : 
3. Pengumpulan data kesakitan dan kematian penduduk 
 
4. Pemeriksaan klinis, fisik, laboratorium dan penegakan diagnosis 
 
5. Pengamatan terhadap penduduk pemeriksaan terhadap mahkluk hidup 
lainya dan benda-benda yang ada disuatu daerah yang diduga 
mengandung penyebab penyakit wabah. 
6. Pemerintah daerah melakukan penelusuran aktif terhadap wabah 
Pemerintah daerah membentuk tim khusus guna untuk mengobati dan 
memcegah berulangnya infeksi virus corona pada korban. 
5. Melakukan investigasi layanan jemput bola kepada korban atau orang 
yang terpapar atau memiliki gejala infeksi virus corona agar penyebaran 
virus data dicegah. 
6. Penting bagi pemerintah mengendalikan harga alat, obat, dan kebutuhan 
medis yang dibutuhkan masyarakat dalam mencegah virus Corona dan 
memberikan insentif kepada produsen. 
7. Melakukan isolasi kepada masyarakat dan melakukan tindakan tegas 
terhadap masyrakat agar mematuhi peraturan pemerintah untuk memutus 
rantai Covid 19. 
8. Melakukan sosialisasi ke masing-masing kecamatan dan diteruskan ke 
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